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Abstrak 

Penyusunan peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan dan kebijakan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Minuman Beralkohol. Perda berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan terendah dalam 

sistem desentralisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdampak 

langsung terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kontrol 

hukum, yang dikaitkan dengan data primer, data sekunder dan data universitas melalui 

wawancara dan telaah dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun belum 

sepenuhnya terlaksana, namun beberapa asas penyusunan peraturan daerah sudah terlaksana, 

masih terdapat kesenjangan tentang pengesahan peraturan bupati yang diimplementasikan 

sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian ini merekomendasikan agar 

pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menyusun peraturan dan meningkatkan 

pengawasan terhadap implementasi Perda untuk meminimalisir penyalahgunaan izin dan 

menjamin kepatuhan masyarakat. 

Kata kunci : Implementasi, Asas, Pembentukan, Peraturan Daerah, Alkohol. 

 

Abstract 

The training of regional regulations (Perda) is the law of the regional government to establish 

rules and policies to support the implementation of the region's autonomy, according to Article 

18 of the Paragraph (2) of the Communist Constitution 1945 Mix Indonesia. Perda works as 

the lowest regulations in the legal decentralization system and regulations and has a direct 

impact on the company. This study aims to check the implementation of the principles of law 

formation and provisions in the provisions of Sukoharjo Regency 4 years in 2023 regarding 

the control and monitoring of alcoholic beverages. The method used is a description of the 

legal-controlled approach, related to the main, secondary and university data through 

interviews and document research. The analysis results show that although this has been lost, 

some of the training principles have been implemented, there are gaps about the approval of 

Regent's regulations that are implemented, affecting the effective implementation. This study 

recommends that regional governments are more cautious in drafting regulations and 
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increasing monitoring of Perda implementation to minimize abuse permits and ensure 

community compliance. 

Keywords: Implementation, Principles, Formation, Regional Regulations, Alcohol. 

 

1. PENDAHULUAN  

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu hak yang diberikan kepada pemerintah 

daerah untuk legative sebuah aturan dan kebijakan-kebijakan daerah yang berguna untuk 

melangsungkan kegiatan otonomi yang berkelanjutan bersama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan 

kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah  berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan yang dimana berdasarkan pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah berhak Menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas 

pembantuan lain. 

Peraturan daerah kabupaten/kota merupakan peraturan terendah dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan. peraturan daerah kabupaten/kota di bidang jalan raya juga 

merupakan peraturan yang paling banyak diatur di Indonesia. Bila dilihat dari banyaknya 

kabupaten/kota di Indonesia menjadi suatu regulasi yang mendapat perhatian lebih dari. 

Selain itu, pemerintah pusat karena regulasi kabupaten/kota merupakan regulasi yang 

berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-

undangan harus berdasar pada asas-asas pembentukan undang-undang yang dimana telah 

tercantum dalam pasal 5 Undang Undang-undang nomor -Undang nomor 13 tahun 2022 

tentang perubahan kedua atas 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-

Undangan, yang dimana terdapat beberapa asas pembentukan perundangan. 

Dari adanya asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut, maka 

tentu ada alasan dan tujuan keberadaannya. Seperti jika di lihat dari Produk Hukum Daerah 

pasti memiliki tujuan Tujuannya adalah agar dapat memberdayakan masyarakat, dan dapat 

mewujudkan kemandirian daerah. Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan bahwa sebuah peraturan daerah maupun 

peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan, tidak hanya untuk peraturan diatasnya 

saja namun juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan juga kesusilaan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol telah ditetapkan di Kabupaten 
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Sukoharjo. Sesuai dengan Pasal 2, tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pengendalian dan pengawasan 

minuman beralkohol. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 

2023 menyebutkan tujuan dari adanya Pengendalian dan pengawasan tersebut adalah 

untuk menjaga ketentraman dan kenyaman masyarakat serta  untuk menertibkan peredaran 

minuman beralkohol. Dari isi pasal tersebut menjelaskan bahwa telah merealiasasikan asas 

tujuan yang jelas. Maka penelitian ini akan   mengkaji lebih mendalam terkait dengan 

implementasi dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 

dan dimana sesuai dengan judul skripsi peneliti denga judul “IMPLEMENTASI ASAS-

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN 

PENERAPAN PERATURAN DAERAH (Studi Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman 

Keras”. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-empitis dengan metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-

empiris. Untuk sumber data yang diperlukan yaitu menggunakan data primer, sekunder dan 

juga tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik 

wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data Kualikatif-Induktif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seluruh peraturan perundang-undangan harus menganut asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Dian: 2021). Asas-asas yang menjadi pedoman dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan ini juga dapat diterapkan pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Minuman Beralkohol. Hal ini meliputi 

3.1 Asas Kejelasan Tujuan 

Tujuan yang digariskan berkaitan dengan pemberian arahan dan fokus yang jelas, 

evaluasi efektivitas, meminimalkan ambiguitas, memfasilitasi partisipasi, dan 

memastikan implementasi yang efektif. Sejalan dengan tujuan dan maksud ini, 
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Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo 

telah memaparkan hal tersebut. Dalam hal ini, secara jelas menegaskan asas 

kejelasan tujuan. Asas ini secara tegas tertuang dalam peraturan daerah tersebut. 

3.2 Asas kelembagaan atau Pejabat Pembentukan yang Tepat 

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi pihak-pihak terkait dan individu 

yang berwenang dalam perumusan legislasi. Bupati atau sebutan daripada kepala 

daerah kabupaten sebagai kepala pemerintahan daerah memiliki kewenangan dan 

juga hak dalam mengusulkan produk hukum atau peraturan daerah, penting untuk 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 32 peraturan ini mengatur bahwa 

semua ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku 

mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah di tingkat kabupaten atau 

kota. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tim penyusun dalam Pasal 

32 akan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (3) yang 

mengatur persyaratan keanggotaan tim penyusun yang terlibat dalam penyusunan 

peraturan daerah provinsi. Berdasarkan hasil dari Surat Keputusan Bupati 

Sukoharjo  Nomor 180.18/481 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan 

Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo, maka dalam proses 

penyusunan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo sudah menyesuaikan setiap 

pejabat yang berwenang dan pihak-pihak terkait sesuai dengan posisi dalam 

pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 tahun 2023 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam hal ini peraturan 

daerah tersebut telah menerapkan asas kelembagaan yang tepat. 

3.3 Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

Dalam penerapan asas ini, terdapat beberapa kesalahan yang terjadi seperti 

kesalahan terdapat kekeliruan dalam rujukan peraturan perundang-undangan di 

dalam dokumen tersebut dan belum adanya peraturan bupati. Setelah melihat isi 

dan kondisi peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 diatas, penulis menyampaikan 

bahwa secara umum isi didalam peraturan daerah ini memang sudah efektif untuk 

diberlakukan. Hak-hak badan usaha di sektor minuman beralkohol, hak masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pengaturan minuman beralkohol, dan 
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tanggung jawab pemerintah untuk penegakan, pemantauan, dan pengaturan 

semuanya telah diperhitungkan. Namun untuk pedoman ketentuan pelaksanaan 

sanksi administrative dan ketentuan penertiban belum dibentuk peraturan bupatinya 

yang dimana didalam ketentuan tersebut akan dijelaskan lebih detail dan harus 

sesuai dengan peraturan bupati. 

3.4 Kedayagunaan dan Kehasilgunaan  

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah salah satu asas yang dimana 

memperlihatkan bahwa suatu peraturan yang dibuat memiliki manfaat dan 

dibutuhkan dalam masyarakat dan tentunya dapat mengatur setiap kegiatan 

masyarakat atau bernegara. Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengkaji Implikasi terhadap 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten 

Sukoharjo mencakup 4 (empat) aspek. Seperti dalam aspek kelembagaan untuk 

mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan setiap peredaran minuman 

beralkohol yang berdampak ke masyarakat.  

3.5 Dapat dilaksanakan 

Asas pelaksanaan mengharuskan adanya penilaian terhadap efektivitas peraturan 

perundang-undangan di masyarakat. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol, pemerintah memberlakukan peraturan ini sebagai bagian dari tanggung 

jawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam rangka 

menciptakan ketenteraman dan kenyamanan warga masyarakat. Secara umum isi 

didalam peraturan daerah ini memang sudah efektif untuk diberlakukan. Hak-hak 

badan usaha di sektor minuman beralkohol, hak masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pengawasan dan pengaturan minuman beralkohol, dan tanggung jawab 

pemerintah untuk penegakan, pemantauan, dan pengaturan semuanya telah 

diperhitungkan. Namun untuk pedoman ketentuan pelaksanaan sanksi 

administrative dan ketentuan penertiban belum dibentuk peraturan bupatinya yang 

dimana didalam ketentuan tersebut akan dijelaskan lebih detail dan harus sesuai 

dengan peraturan bupati. 

3.6 Kejelasan rumusan  
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Asas kejelasan rumusan merupakan asas dalam suatu pembentukan perundang-

undangan yang dimana  memperhatikan teknis penyusunan, sistematika, pemilihan 

setiap suku kata, dan pengejaan Bahasa yang baku sehingga tidak menimbulkan 

berbagai tafsiran yang berbeda dan perbedaan pelaksanaan implementasinya. 

Dalam perumususan peraturan daerah tersebut sudah jelas dalam setiap pasalnya. 

Namun terdapat kekurangan yang dimana terdapat beberapa pasal yaitu di pasal 7 

ayat (8), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (3) dijelaskan bahwa 

terdapat ketentuan dari peraturan bupati. Sedangkan peraturan bupati yang 

berkaitan dengan pasal-pasal diatas belum dibentuk oleh pemerintah daerah 

kabupaten sukoharjo. Dan dikarenakan belum adanya peraturan bupati tersebut 

maka untuk ketentuan pasal-pasal diatas akan mengacu pada peraturan diatasnya 

(Harjanti: 2025). Dan untuk secara umum kejelasan rumusan setiap pasal yang ada 

dalam peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 4 tahun 2023 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol sudah jelas dan mudah 

dipahami. 

3.7 Keterbukaan 

Terkait dengan asas keterbukaan, dalam selama berjalannya proses pembentukan 

peraturan daerah kabupaten sukoharjo tentang minuman keras dari mulai proses 

perencanaan hingga pengundangan dilakukan secara terbuka atau transparansi. 

Informasi tentang peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 23 tahun 2024 

tentang minuman beralkohol disebar luaskan melalui Instagram dengan dilengkapi 

website khusus pemerintah sukoharjo yang dapat diakses secara umum. 

Namun dalam penegakan peraturan daerah tersebut mengalami beberapa hambatan 

antara lain penyalahgunaan surat izin dan kurangnya laporan indikasi penjualan 

minuman beralkohol. Akan tetapi pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo 

mengupayakan usaha-usaha dalam menegakkan peraturan daerah tersebut. Salah 

satunya dengan membentuk pihak yang bertugas dalam pengawasan minuman 

beralkohol di kabupaten Sukoharjo dan melakukan penertiban terhadap pelanggaran 

yang sesuai dengan isi peraturan daerah. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya mematuhi 

asas-asas tersebut Seperti belum adanya pengesahan peraturan bupati yang menjadi 

peraturan pelaksana baik  dalam pelaksana sanksi administrative yang dimana dalam 

pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang Dari adanya kekurangan 

tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam 

penyusunanan peraturan daerah masih kurang dalam memperhatikan setiap informasi 

yang berkaitan asas – asas pembentukan peraturan tersebut. Dan untuk meningkatkan 

pengawasan, Pemerintah Daerah telah membentuk tim khusus yang ditunjuk oleh 

Bupati sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Selain itu, Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo turut berperan aktif dalam penegakan 

peraturan tersebut. Sejak diundangkannya peraturan ini pada tahun 2023 hingga tahun 

2024, sejumlah pelanggaran telah berhasil ditindak secara efektif. 

4.2 Saran 

Untuk lebih teliti dalam menyesuaikan materi muatan yang ada dengan hierarki 

peraturan sehingga menjadi peraturan daerah yang jelas dan menjalankan isi dari 

peraturan daerah baik itu untuk penyusunan peraturan bupati yang dimana mengatur 

sanksi-sanksi maupun ketentuan lain  dalam peraturan daerah tersebut. untuk pihak 

pengawasan minuman beralkohol dan juga penertiban untuk lebih aktif terjun ke 

lapangan atau masyarakat agar penyalahgunaan dari sertifikat perizinan 

berusahadapat diminimalisir. 
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